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BUPATI KUNINGAN 
PROVINSI JAWA BARAT 

 
RANCANGAN 

PERATURAN BUPATI KUNINGAN 
NOMOR 44 TAHUN  2018 

 
TENTANG 

 
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN KUNINGAN TAHUN ANGGARAN 2018 
 

BUPATI KUNINGAN 
   

 
Menimbang :  bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 7 Peraturan 

Daerah Nomor   Tahun 2018 tentang Perubahan  Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 
Anggaran 2018, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang 
Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah Tahun Anggaran 2018; 

 

Mengingat : 1. 

 

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan 
Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah 
dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang 
Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang 
dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 
tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam 
Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 2851); 

                                                                                                                              2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3390) sebagaimana telah diubah dengan 
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional (Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4301); 

  3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 
Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, 
Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 3851); 
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  4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

  5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4355); 

  6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4400); 

  7. Undang-Undang   Nomor   25    Tahun   2004   tentang   
Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4421); 

  8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara RI Nomor 4438); 

  9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah 
dan Retribusi Daerah  (Lembaran  Negara Republik  
Indonesia  Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

  10. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
5495); 

  11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

  12. Undang-undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5601); 

  13. Peraturan    Pemerintah    Nomor    109    Tahun    2000   
tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil 
Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4028); 

  14. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana 
Perimbangan (Lembaran Negara RI Tahun 2005 Nomor 137, 
Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4575); 
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  15. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem 
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4575, sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 
Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 No. 110, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 5155); 

  16. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

 

 

 17. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan 
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia No. 4614); 

  18. Peraturan  Pemerintah  Nomor  3  Tahun  2007  tentang  
Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada 
Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala 
Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan 
Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 
kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4693); 

  19. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang 
Pengelolaan Uang   Negara/Daerah   (Lembaran   Negara   
Republik   Indonesia Tahun  2007 Nomor  83,  Tambahan  
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738); 

  20. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2008 Nomor 91); 

  21. Peraturan  Pemerintah  Nomor  5  Tahun  2009  tentang  
Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) 
sebagaimana telah diubah beberapakali  terakhir  dengan  
Peraturan  Pemerintah  Nomor  1 Tahun 2018 tentang 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 
2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6177); 

  22. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak 
Daerah dan  Retribusi  Daerah  (Lembaran  Negara  Republik  
Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 
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  23. Peraturan  Pemerintah  Nomor  71  Tahun  2010  tentang  
Standar Akuntansi Pemerintahan  (Lembaran  Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

  24. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5219); 

  25. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

  26. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah  (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

  27. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 
Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2014 Nomor 123 Tambahan Lembaran  Negara Republik 
Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 
tentang Peraturan Pelaksanaan Undang- Undang Nomor 6 
Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5717); 

  28. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 6041); 

  29. Peraturan   Pemerintah   Nomor   33   Tahun   2018   Tentang 
Pelaksanaan Tugas dan wewenang Gubernur sebagai Wakil 
Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara 
republik Indonesia Nomor 6224); 

  30. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2018 
Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 
Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 194); 

  31. Peraturan Menteri Dalam  Negeri Nomor 13 Tahun 2006 
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana 
telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan 
Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita 
Negara Republik IndonesiaTahun 2011 Nomor 310); 

  32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 
tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang 
bersumber dari Anggaran  Pendapatan  dan  Belanja Daerah  
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(Berita Negara Republik Indonesia   Tahun   2011   Nomor   
450)   sebagaimana   telah   diubah beberapa kali, terakhir 
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 
2018 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Dalam  
Negeri  Nomor  32  Tahun  2011  tentang  Pedoman  
Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah   (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465); 

  33. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 
Tahun 2015 tentang Juknis Penggunaan dan 
Pertanggungjawaban Keuangan Dana Bantuan Operasional 
Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
683) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 16 Tahun 2016; 

  34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun 2016 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, sebagaimana telah 
diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 
Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 31 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 
2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 
874); 

  35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 
tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 754); 

  36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 
tentang Penerapan  Standar  Akuntansi  Pemerintahan  
Berbasis  Akrual pada Pemerintah Daerah (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425); 

  37. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2014 
tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran 
Dalam APBD, Dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, 
Dan Laporan Pertanggungjawaban   Penggunaan   Bantuan   
Keuangan   Partai Politik  (Berita  Negara  Republik  Indonesia  
Tahun  2014  Nomor 1744) sebagaimana telah diubah dengan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2017 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 
Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, 
Penganggaran Dalam APBD, Dan Tertib Administrasi 
Pengajuan, Penyaluran, Dan Laporan Pertanggungjawaban   
Penggunaan   Bantuan   Keuangan   Partai Politik (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 198); 

  38. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 
tentang Pedoman   Pengelolaan   Barang   Milik   Daerah   
(Berita   Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547); 

  39. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 
tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 825), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
134 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 
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Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman 
Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 
Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 
2017 Nomor 1952); 

  40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 12 Tahun 2018 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat 
Tahun 2018 Nomor 12);  

  41. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 71 Tahun 2018 
tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018; 

  42. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 29 Tahun 2013 
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2013 Nomor 
29 seri A); 

  43. Peraturan Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 7 Tahun 2018 
tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Tahun anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten 
Kuningan Tahun 2018 Nomor……….); 

 
 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN 
ANGGARAN 2018. 

 

Pasal 1 

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 
Anggaran 2018 semula sebesar Rp.2.357.709.500.932,00 bertambah 
Rp.289.432.446.545,00 menjadi sebesar Rp.2.647.141.947.477,00 
terdiri dari : 
1.  Pendapatan  

a.  Semula     Rp. 2.357.709.500.932,00 
b.  bertambah    Rp.    239.584.746.965,00 

  Jumlah setelah Perubahan  Rp. 2.597.294.247.897,00 
2.  Belanja Daerah       

 a.  Semula    Rp. 2.353.709.500.932,00 
   b.  bertambah    Rp.    257.392.671.508,00 

Jumlah setelah Perubahan Rp. 2.611.102.172.440,00 
  Defisit setelah perubahan Rp.     (13.807.924.543,00) 
3. Pembiayaan Daerah : 
    a.  Penerimaan  

1) Semula    Rp.   00,00 
2) bertambah    Rp.   49.847.699.580,00 
 Jumlah setelah Perubahan   Rp.   49.847.699.580,00 

    b.  Pengeluaran  
1) Semula     Rp       4.000.000.000,00 
2) bertambah /(berkurang)  Rp     32.039.775.037,00 
 Jumlah setelah Perubahan  Rp.    36.039.775.037,00 

Jumlah Pembiayaan Neto Rp.13.807.924.543,00 
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan Rp.0,00   
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Pasal 2 
 

Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dirinci lebih lanjut pada lampiran 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

 
Pasal 3 

Peraturan Bupati ini berlaku untuk Tahun Anggaran 2018. 

 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah. 

 
 

Ditetapkan di Kuningan 
pada tanggal  :  26 Oktober 2018    02 

November 2017                       

BUPATI KUNINGAN 
 

ttd 
 

 
ACEP PURNAMA 

 
Diundangkan di Kuningan 
pada tanggal  : 26 oktober 2018 

Pj. SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN KUNINGAN 

 
ttd 

 
DADANG SUPARDAN 

                                              
BERITA DAERAH KABUPATEN  KUNINGAN TAHUN  2018 NOMOR  44 
 


